
 
 

BUPATI SIDOARJO 
 PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 17 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :   bahwa sehubungan dengan perlunya penyempurnaan materi Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi; 

Mengingat  :   1.  Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
 
 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 seri E). 

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 49) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 60); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

 
Pasal  l 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 
60), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf A diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 

angka 8a, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13a, 
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 5 

 
(1) Kebijakan Akuntansi terdiri dari: 

a.  Kebijakan Akuntansi,  (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I) terdiri dari: 
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 
1. Penyajian Laporan Keuangan; 
2. Laporan Realisasi Anggaran; 
3. Laporan Arus Kas; 



4. Laporan Operasional; 
5. Catatan atas Laporan Keuangan; 
6. Akuntansi Pendapatan; 
7. Akuntansi Belanja; 
8a.  Akuntansi Kas dan Setara Kas; 
9. Akuntansi Piutang; 
10. Akuntansi Persediaan; 
11. Akuntansi Investasi; 
12. Akuntansi Aset Tetap; 
13. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan; 
13a.  Akuntansi Aset Lainnya; 
14. Akuntansi Aset Tak Berwujud; 
15. Akuntansi Kewajiban; 
16. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; 
17. Laporan Keuangan Konsolidasian; 
18. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan, 

Bendahara Umum Daerah. 
b. Bagan Akun Standar (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II) 
c.  Pedoman    Penyusutan/    Amortisasi    dan    Daftar    Umur Ekonomis 

(sebagaimana tercantum dalam Lampiran III), terdiri dari: 
1. Pendahuluan; 
2. Penyusutan; 
3. Amortisasi; 
4. Ilustrasi Penyusutan dan Amortisasi; 
5. Tabel Masa Manfaat; 
6. Tabel Penambahan Umur Manfaat; 

(2)  Lampiran I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Ketentuan dalam lampiran diubah dengan rincian perubahan sebagai berikut: a. 
Diantara Lampiran 1.8 dan 1.9 disisipkan lampiran baru yaitu lampiran I.8A yang 
berbunyi sebagai berikut: 

 
I.8A KAS DAN SETARA KAS 

 
Paragraf-paragraf yang  dttulis  dengan  huruf tebal  dan  miring adalah 
paragraf kebijakan akuntansi, yang hams dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 
I.  PENDAHULUAN 
I.I  Tujuan 

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas 
dan setara kas yang dianggap perlu disajikan  dalam laporan keuangan. 

2. Perlakuan   akuntansi  kas  dan   setara  kas  mencakup   definisi, 
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kas dan setara kas. 

1.2 Ruang Lingkup 
3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam 

laporan keuangan untuk tujuan umum. 
4. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi, termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah. 
 
 
 

II. DEFINISI 
5. Berikut  adalah  istilah-istilah  yang digunakan  dalam  Kebijakan Akuntansi 

dengan pengertian : 
 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah, Kas juga meliputi 
seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/ Uang Persediaan 
(UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. 

 
Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo 
simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan 
untuk melakukan pembayaran. 



 
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, dan instrumen 
yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:  
a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari   3   (tiga)   

bulan   dari   tanggal   penempatan   serta   tidak dijaminkan. 
b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam 

jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. 
c. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang 

dari 3 (tiga) bulan. 
Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat 
digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas. 

 
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
 
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas. 
 
 
 
 
 
Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan 
laporan keuangan. 

 
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak 
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

 
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara 
Umum Negara/ Daerah. 

 
III. PENGAKUAN 

6. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah,Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. 

 
IV. PENGUKURAN 

7. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal. 
8. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal neraca. 

 
V. PENGUNGKAPAN 

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan 
setara kas antara lain: 
a) Saldo Kas di Kas Daerah 
b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 
c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 
d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah 

 
10. Rincian Kas baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di 

Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

11. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak 
ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Oleh karena itu jurnal untuk 
Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) disatukan dalam jurnal kas daerah. 

12. Mutasi an tar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan 
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan 
bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

13. Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, baik yang berada Kas 



Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran, dan 
setara kas merupakan bagian dari SiLPA/SAL. 

14. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang 
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
VI. TANGGAL BFBKTIF 

 
15. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 
2015. 

b. Lampiran 1.9 tentang Akuntansi Piutang, pada Romawi III tentang Klasifikasi Piutang 
angka 8 huruf (e) dihapus sehingga angka 8 berbunyi sebagai berikut: 
8. Berdasarkan   peristiwa   yang   mendasari,   piutang   jangka   pendek 

dibedakan menjadi: 
(a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
(b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian; 
(c) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan; 
(d) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi; dan 
(e) dihapus. 

c. Lampiran 1.10 tentang Akuntansi Persediaan, Romawi VI angka 18 huruf (a) diubah, dan 
antara Romawi VII dan Romawi VIII disisipkan romawi baru yaitu Romawi V1IA, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

VI.  PENGUKURAN 
 

18. Persediaan disajikan sebesar : 
(a). Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

 
VILA. SELISIH PERSEDIAAN 

28A. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut 
bendahara barang/ pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi 
akuntansi dengan hasil stockopname. Selisih persediaan dapat di sebabkan 
karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan 
dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini 
diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai 
suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai 
kerugian daerah. 

d. Lampiran 1.12 tentang Akuntansi Aset Tetap, pada romawi VII. 1 tentang 
Komponen Biaya angka 36, dan romawi VIII tentang Pengeluaran Setelah 
Perolehan (Subsequent Expenditures) angka 65 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
VII. 1 Komponen Biaya 
36.  Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini 
antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan, biaya pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. 

 
VIII. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 
65.  Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap sampai dengan tanggal 31 

Desember 2014 yang menambah nilai aset tetap tersebut diperlakukan tidak 
mempengaruhi umur ekonomis aset tetap tersebut. 

e.  Diantara Lampiran 1.13 dan 1.14 disisipkan lampiran baru yaitu Lampiran 1.13A yang 
berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 
 

 



LAMPIRAN 1.13A 
 

13A. AKUNTANSI ASET LAINNYA 
Paragraf-paragraf yang  ditulis  dengan  huruf tebal  dan  miring adalah 
paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah 
Daerah. 

 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Tujuan 

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas 
aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta 
pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.2. Ruang Lingkup 
2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan 

laporan neraca. 
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan pelaporan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
 

II. DEFINISI 
4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset 
tetap dan dana cadangan. 

 
III. PENGAKUAN 

5. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur dengan andal. 

b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya 
berpindah. 

6. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun 
tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi 
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

7.  Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan 
kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
IV. KLASIFIKASI 

 
8. Aset Lainnya terdiri dari: 

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 
b.  Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
d. Aset Tidak Berwujud; 
e. Aset Lain-lain. 

 
V. TAGIHAN PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN 

9. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari 
penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan 
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan 
kendaraan dinas. 

 
Pengakuan 
10. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan 

dapat diukur dengan andal. 
 
 
 
 
 



Pengukuran 
11. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara 

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah 
dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo 
tagihan penjualan angsuran. 

 
VI. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TGR) 

12. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan 
terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu 
kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun 
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

13. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap 
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian 
atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat 
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 
kewajibannya. 

 
Pengakuan 
14. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan 

Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan 
andal. 

 
Pengukuran 
15. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan 

Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh 
bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

16. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan 
Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah 
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

 
VII. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 

 
17. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai 

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 
menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki. 

18. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : 
a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS) 
b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) 

19. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BSG) adalah suatu 
bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak 
ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan 
bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya 
dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali 
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah 
setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). 

20. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada 
pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan 
pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh 
pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. 
Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak 
kerjasama. 

21. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah 
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara 
pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut 
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada 
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset 
tersebut. 

22. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 
daerah. 

 
 
 



23. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 
waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 

24. Masa kerjasama/ kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan 
mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan. 

 
Pengakuan 
25. Aset Kerjasama/ Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ 

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset 
kerjasama/ kemitraan. 

26. Aset Kerjasama/ Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana berikut 
fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ 
pembangunan Gedung dan / atau Sarana berikut fasilitasnya selesai
 dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. 

27. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus 
diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola 
Barang. 

28. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola 
Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita 
acara serah terima barang. 

29. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil 
kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

30. Klasifikasi aset hasil kerjasama/ kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi 
"Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan 
status penggunaannya oleh Kepala Daerah. 

  
 Pengukuran 
 

31. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh 
pemerintah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BKS tersebut. 
Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

32. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai 
dengan metode penyusutan yang digunakan. 

33. Penilaian atas penyerahan kembali aset BKS oleh pihak ketiga/ investor kepada 
pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai berikut: 
a. untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat 

yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan 
kembali sebagai aset tetap. 

b. untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada 
saat perolehan/penyerahan. 

34. Aset kerjasama/ kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama 
masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna 
Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi 
aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah 
Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama. 

 
Penyajian dan pengungkapan 
 
35. Aset kerjasama/ kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam 

hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/ bangunan), sesuai 
perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan 
dalam CaLK. 

36. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, 
pengungkapan berikut harus dibuat untuk asset kerjasama/kemitraan : 
a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama 
b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan 
c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan. 

37. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama 
disajikan dalam neraca dalam klasifikasi asset tetap. 

 
 
 
 
 
 
 



VIII.  ASET LAIN-LAIN 
38. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan 
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset 
Tak Berwujud. 

39. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga 
tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang 
dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan 
ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen 
sejenisnya. 

40. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan 
Akun Standar. 

 
Pengakuan 
 
41. Pengakuan   aset   lain-lain   diakui   pada   saat   dihentikan   dari 

Openggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam asset lain-lain. 
 

Pengukuran 
 
42. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. 
43. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti 

kebijakan penyusutan aset tetap. 
44. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan 

sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan 
perundang-undangan. 
 

Penyajian dan pengungkapan 
45. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara 

memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah 
faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis 
aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

 
IX.  TANGGAL EFEKTIF 
46. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015. 
f.  Lampiran 1.15 tentang Akuntansi Kewajiban, pada Romawi II tentang Definisi 

ditambahkan definisi Pendapatan Diterima Dimuka dan definisi Utang Transfer, 
Romawi V tentang Pengakuan Kewajiban antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 
angka baru yaitu angka 24a dan antara angka 26 dan angka 27 disisipkan angka baru 
yaitu angka 26a, dan Romawi VI tentang Pengukuran Kewajiban antara angka 44 dan 
angka 45 disisipkan angka baru yaitu angka 44a, 44b dan 44c, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 
II.  DEFINISI 

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas 
yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian 
barang/ jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 
 
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan. 

 
V.  PENGAKUAN KEWAJIBAN 

24a. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak 
ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah 
daerah sampai dengan tanggal neraca. 

26a. Utang Transfer terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi 
penerimaan,       diakui       pada   saat   jumlah   definitif   
diketahui  berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi. 

 
 
 
 



IV.  PENGUKURAN KEWAJIBAN 
44a. Pendapatan diterima dimuka dinilai sebesar kas yang diterima atas barang/ 

jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain 
sampai dengan tanggal neraca. 

44b. Utang  transfer  adalah  kewajiban   suatu  entitas  pelaporan  untuk 
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan 
perundang-undangan.  

44c.  Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

g.  Menambahkan   pada   lampiran   III   tentang  Tabel   Penambahan   Umur 
Manfaat, sebagai berikut: 

 
6.  PENAMBAHAN UMUR MANFAAT 

URAIAN JENIS PERSENTASE 
RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL 
DARI NILAI BUKU ASET TETAP 
(DILUAR PENYUSUTAN) 

PENAMBAH 
AN MASA 
MANFAAT 
(TAHUN) 

    
ALAT BESAR :    

ALAT BESAR DARAT Overhaul > 0% s.d 30% 1 

  > 30% s.d 45% 3 

  > 45% s.d 65% 5 

    
ALAT BESAR APUNG Overhaul > 0% s.d 30% 1 

  > 30% s.d 45% 2 

  > 45% s.d 65% 4 

    
ALAT BANTU Overhaul > 0% s.d 30% 1 

  > 30% s.d 45% 2 

  > 45% s.d 65% 4 

    
ALAT ANGKUTAN :    

ALAT ANGKUTAN DARAT 
BERMOTOR 

Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 3 

  > 75% s.d 100% 4 
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ALAT ANGKUTAN DARAT TAK 
BERMOTOR 

Overhaul > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 1 

    

ALAT ANGKUTAN APUNG 
BERMOTOR 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 3 

  > 50% s.d 75% 4 

  > 75% s.d 100% 6 

    

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK 
BERMOTOR 

Renovasi > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 2 

    

ALAT ANGKUTAN 
BERMOTOR UDARA 

Overhaul > 0% s.d 25% 3 

  > 25% s.d 50% 6 

  > 50% s.d 75% 9 

  > 75% s.d 100% 12 

    

ALAT BENGKEL DAN ALAT 
UKUR: 

   

ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 3 

  > 75% s.d 100% 4 

    

ALAT BENGKEL TAK 
BERMESIN 

Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 0 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 1 

    

ALAT UKUR Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT PERTANIAN :    

ALAT PENGOLAHAN Overhaul > 0% s.d 20% 1 

  > 21% s.d 40% 2 

  > 51% s.d 75% 5 

    

ALAT KANTOR & RUMAH 
TANGGA: 

   

ALAT KANTOR Overhaul > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 
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ALAT RUMAH TANGGA Overhaul > 0%s.d25% 0 

  > 25%s.d50% 1 

  > 50%s.d75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT STUDIO, 
KOMUNIKASI DAN 
PEMANCAR: 

   

ALAT STUDIO Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

ALAT KOMUNIKASI Overhaul > 0% s.d 25% > 25% s.d 50% 1 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

PERALATAN PEMANCAR Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 3 

  > 50% s.d 75% 4 

  > 75% s.d 100% 5 

    

PERALATAN KOMUNIKASI 
NAVIGASI 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 5 

  > 50% s.d 75% 7 

  > 75% s.d 100% 9 

    

ALAT KEDOKTERAN DAN 
KESEHATAN : 

   

ALAT KEDOKTERAN Overhaul > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT KESEHATAN UMUM Overhaul > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT LABORATORIUM :    

UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 3 

  > 50% s.d 75% 4 

  > 75% s.d 100% 4 

UNIT ALAT 
LABORATORIUM KIMIA 
NUKLIR 

Overhaul > 0% s.d 25% 3 

  > 25% s.d 50% 5 

  > 50% s.d 75% 7 

  > 75% s.d 100% 8 
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ALAT LABORATORIUM FISIKA Overhaul > 0%s.d25% 3 

  > 25%s.d50% 5 

  > 50%s.d75% 7 

  > 75% s.d 100% 8 

    
ALAT PROTEKSI 
RADIASI/PROTEKSI 
LINGKUNGAN 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 5 

  > 75% s.d 100% 5 

    
RADIATION APPLICATION & 
NON DESTRUCTIVE 
TESTING LABORATORY 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 5 

  > 75% s.d 100% 5 

    
ALAT LABORATORIUM 
LINGKUNGAN HIDUP 

Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 3 

  > 75% s.d 100% 4 

    
PERALATAN 
LABORATORIUM 
HYDRODINAMICA 

Overhaul > 0% s.d 25% 3 

  > 25% s.d 50% 5 

  > 50% s.d 75% 7 

  > 75% s.d 100% 8 

    
PERALATAN 
LABORATORIUM 
STANDARISASI KALIBRASI & 
INTRUMENTASI 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 5 

  > 75% s.d 100% 5 

    
ALAT PERSENJATAAN :    
SENJATA API Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 3 

  > 75% s.d 100% 4 

    
PERSENJATAAN NON 
SENJATA API 

Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 0 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 1 

    
SENJATA SMAR Overhaul > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 0 

  > 50% s.d 75% 0 

  > 75% s.d 100% 2 
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ALAT KHUSUS KEPOLISIAN Overhaul > 0%s.d25% 1 

  > 25%s.d50% 1 

  > 50%s.d75% 2 

  > 75% s.d 100% 2 

    

KOMPUTER :    

KOMPUTER UNIT Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 2 

    

PERALATAN KOMPUTER Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 2 

    

ALAT EKSPLORASI:    

ALAT EKSPLORASI 
TOPOGRAFI 

Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50%s.d75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT EKSPLORASI 
GEOFISIKA 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 5 

  > 75% s.d 100% 5 

    
ALAT PENGEBORAN :    

ALAT PENGEBORAN 
MESIN 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 6 

  > 75% s.d 100% 7 

    
ALAT PENGEBORAN NON 
MESIN 

Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 2 

    
ALAT 
PRODUKSI.PENGOLAHAN 
&PEMURNIAN: 

   

SUMUR Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 2 

    
PRODUKSI Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 2 
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PENGOLAHAN DAN 
PERMUNIAN 

Overhaul > 0%s.d25% 3 

  > 25%s.d50% 5 

  > 50%s.d75% 7 

  > 75% s.d 100% 8 

    

ALAT BANTU EKSPLORASI 
• • 

   

ALAT BANTU EKSPLORASI Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 6 

  > 75% s.d 100% 7 

    

ALAT BANTU PRODUKSI Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 6 

  > 75% s.d 100% 7 

    

ALAT KESELAMATAN 
KERJA: 

   

ALAT DETEKSI Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 3 

    

ALAT PELINDUNG Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 0 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 2 

ALAT SAR Renovasi > 0% s.d 25% 0 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 1 

  > 75% s.d 100% 1 

    

ALAT KERJA 
PENERBANGAN 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 3 

  > 50% s.d 75% 4 

  > 75% s.d 100% 6 

    

ALAT PERAGA :    

ALAT PERAGA PELATIHAN 
DAN PERCONTOHAN 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 4 

  > 50% s.d 75% 5 

  > 75% s.d 100% 5 

    

PERALATAN 
PROSES/PRODUKSI: 

   

UNIT PERALATAN 
PROSES/PRODUKSI 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 3 

  > 50% s.d 75% 4 

  > 75% s.d 100% 4 
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RAMBU - RAMBU :    

RAMBU - RAMBU LALU 
LINTAS DARAT 

Overhaul > 0%s.d25% 1 

  > 25%s.d50% 2 

  > 50%s.d75% 3 

  > 75% s.d 100% 4 

    

RAMBU - RAMBU LALU 
LINTAS UDARA 

Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 2 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 4 

    

RAMBU - RAMBU LALU 
LINTAS LAUT 

Overhaul > 0% s.d 25% 2 

  > 25% s.d 50% 5 

  > 50% s.d 75% 7 

  > 75% s.d 100% 9 

    

PBRALATAN OLAHRAGA :    

PERALATAN OLAHRAGA Renovasi > 0% s.d 25% 1 

  > 25% s.d 50% 1 

  > 50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 2 

    

BANGUNAN GEDUNG :    

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT KERJA 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

  > 76% s.d 100% 50 

    

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT TINGGAL 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

MONUMEN:    

CANDI/TUGU 
PERINGATAN/PRASASTI 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

BANGUNAN MENARA :    

BANGUNAN 
MENARAPERAMBUAN 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

TUGU TITIK 
KONTROL/PASTI: 

   

TUGU / TANDA BATAS Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 
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JALAN DAN JEMBATAN :    

JALAN Renovasi > 0%s.d30% 2 

  > 30%s.d60% 5 

  > 60% s.d 100% 10 

    

JEMBATAN Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

BANGUNAN AIR :    

BANGUNAN AIR IRIGASI Renovasi > 0%s.d5% 2 

  > 5% s.d 10% 5 

  >  10% s.d 20% 10 

    

BANGUNAN PENGAIRAN 
PASANG SURUT 

Renovasi > 0%s.d5% 2 

  > 5% s.d 10% 5 

  >  10% s.d 20% 10 

    

BANGUNAN 

PENGEMBANGAN RAWA & 
POLDER 

Renovasi > 0%s.d5% 1 

  > 5% s.d 10% 3 

  >  10% s.d 20% 5 

    

BANGUNAN PENGAMAN 
SUNGAI/PANTAI & 
PENANGGULANGAN 
BENCANA ALAM 

Renovasi > 0%s.d5% 1 

  > 5% s.d 10% 2 

  >  10% s.d 20% 3 

    

BANGUNAN 

PENGEMBANGAN SUMBER 
AIR DANAIRTANAH 

Renovasi > 0%s.d5% 1 

  > 5% s.d 10% 2 

  >  10% s.d 20% 3 

    

BANGUNAN AIR BERSIH/ 
AIR BAKU 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

BANGUNAN AIR KOTOR Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

INSTALASI:    

INSTALASI AIR BERSIH / 
AIR BAKU 

Renovasi > 0% s.d 30% 2 

  > 30% s.d 45% 7 

  > 45% s.d 65% 10 
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INSTALASI AIR KOTOR Renovasi > 0%s.d30% 2 

  > 30%s.d45% 7 

  > 45%s.d65% 10 

    

INSTALASI PENGOLAHAN 
SAMPAH 

Renovasi > 0%s.d30% 1 

  > 30%s.d45% 3 

  > 45%s.d65% 5 

    

INSTALASI PENGOLAHAN 
BAHAN BANGUNAN 

Renovasi > 0%s.d30% 1 

  > 30%s.d45% 3 

  > 45%s.d65% 5 

    

INSTALASI PEMBANGKIT 
LISTRIK 

Renovasi > 0%s.d30% 5 

  > 30%s.d45% 10 

  > 45%s.d65% 15 

    

INSTALASI GARDU LISTRIK Renovasi > 0%s.d30% 5 

  > 30%s.d45% 10 

  > 45%s.d65% 15 

    

INSTALASI PERTANAHAN Renovasi > 0%s.d30% 1 

  > 30%s.d45% 3 

  > 45%s.d65% 5 

    

INSTALASI GAS Renovasi > 0%s.d30% 5 

  > 30%s.d45% 10 

  > 45%s.d65% 15 

    

INSTALASI PENGAMAN Renovasi > 0%s.d30% 1 

  > 30%s.d45% 1 

  > 45%s.d65% 3 

    

INSTALASI LAIN Renovasi > 0%s.d30% 1 

  > 30%s.d45% 1 

  > 45%s.d65% 3 

    

JARINGAN :    

JARINGAN AIR MINUM Overhaul > 0%s.d30% 2 

  > 30%s.d45% 7 

  > 45%s.d65% 10 

    

JARINGAN LISTRIK Overhaul > 0%s.d30% 5 

  > 30%s.d45% 10 

  > 45%s.d65% 15 

    

JARINGAN TELEPON Overhaul > 0% s.d 30% 2 

  > 30% s.d 45% 5 

  > 45% s.d 65% 10 

    

JARINGAN GAS Overhaul > 0% s.d 30% 2 

  > 30% s.d 45% 7 

  > 45% s.d 65% 10 
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ALAT MUSIK MODERN / 
BAND 

Overhaul > 0% s.d 25% 1 

  >  25% s.d 50% 1 

  >   50% s.d 75% 2 

  > 75% s.d 100% 2 

    

ASET TETAP DALAM 
RENOVASI : 

   

PERALATAN DAN MESIN 
DALAM RENOVASI 

Overhaul > 0% s.d 100% 2 

    

GEDUNG DAN BANGUNAN 
DALAM RENOVASI 

Renovasi > 0% s.d 30% 5 

  > 30% s.d 45% 10 

  > 45% s.d 65% 15 

    

JALAN IRIGASI DAN 
JARINGAN DALAM 
RENOVASI 

Renovasi/ > 0% s.d 100% 5 

 Overhaul   

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan  Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
Ditetapkan di   Sidoarjo                          
pada  tanggal  4  April   2016 

BUPATI SIDOARJO, 

ttd 

                                                     
                                                                SAIFUL ILAH  
 
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal    4   April   2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN SIDOARJO, 
 
             ttd 
 
VINO RUDY MUNTIAWAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 17 

NOREG PERBUP : 17 Tahun 2016 

 


